
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian-uraian yang telah penulis sampaikan pada

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk memutus sebuah perkara, Hakim diharuskan untuk mempertimbangkan

fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan,

tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang nantinya akan dihubungkan dengan alat

bukti yang memenuhi. Dalam Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg,

Hakim memutus bahwa terdakwa YM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah atas segala dakwaan yang dituntut atas dirinya. Berdasarkan hasil

putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang kurang tepat. Hal tersebut

didasarkan pada hasil analisis putusan dimana terdapat cukup banyak

kejanggalan, mulai dari masih adanya barang bukti yang belum terkumpul,

keterangan ahli yang dikesampingkan dengan alasan yang kurang masuk akal

dan penilaian-penilaian hakim lainnya yang terkesan bias terhadap anak korban.

2. Mengacu pada putusan hakim sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, dapat

dipahami bahwa hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa adalah

karena tidak terbuktinya segala tuntutan yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum.

Salah satu dakwaan yang dituntutkan Penuntut Umum terhadap pelaku

didasarkan pada Pasal 290 Ayat (2) KUHP. Penggunaan KUHP oleh Jaksa

Penuntut Umum (JPU) sebagai dakwaan alternatif kedua dalam perkara ini

didasarkan pada penilaian jaksa bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal

tersebut telah terpenuhi dan dapat digunakan untuk mendakwa pelaku. Oleh

karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa tuntutan jaksa yang

menggunakan Pasal 290 Ayat (2) KUHP sudah sesuai karena di dalam pasal

tersebut secara spesifik diatur mengenai tindak pencabulan terhadap anak,

terkhususnya anak dibawah umur yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun.

Hal tersebut juga bersesuaian dengan duduk perkara yang dipaparkan oleh
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korban yang mana memenuhi unsur tindak pencabulan, dan seorang yang

usianya belum lima belas tahun.

5.2 Saran

Melihat bahwa tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak

dewasa ini semakin marak dan kenyataan bahwa tindak tersebut sulit dibuktikan

validitasnya, maka berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan evaluasi bersama bagi pihak-pihak penegak hukum untuk dapat

memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak, khususnya dalam

kasus kekerasan seksual. Harus disadari bahwa dalam kebanyakan kasus

kekerasan seksual, sangat sulit untuk memperoleh bukti yang cukup. Terlebih

lagi, kesaksian yang diberikan oleh anak sekalipun merupakan korban tidak

sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk meyakinkan hakim akan terjadinya

tindak pidana tersebut dikarenakan posisi anak yang bersaksi tidak dibawah

sumpah. Merujuk dari hal tersebut, maka dalam pengumpulan bukti, harus

dipastikan bahwa semua bukti yang dapat mendukung keterangan korban sudah

terkumpul dan tidak ada yang terlewat. Jika bukti-bukti sudah sepenuhnya

terkumpul, maka persidangan baik dari segi pertimbangan sampai putusan

hakim tidak menjadi bias dan memberikan ketidakadilan pada korban,

khususnya korban pelecehan seksual.

2. Sudah seharusnya hakim diberikan ruang yang lebih luas untuk memutus suatu

perkara, tidak semata-mata hanya berdasarkan surat dakwaan oleh Penuntut

Umum saja. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, cakupan dakwaan yang

diberikan oleh Penuntut Umum terkadang kurang tepat dalam mendakwa

seorang pelaku kejahatan. Terbukti dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN

Pdg dimana peraturan yang digunakan tidak memperkuat kesaksian korban,

justru melemahkan kesaksian korban itu sendiri. Jika hakim diberikan ruang

yang lebih luas untuk memutus suatu perkara dimana tidak hanya terbatas pada
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surat dakwaan, ada harapan akan keadilan yang lebih besar bagi korban

khususnya korban kekerasan seksual.
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